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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU

Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 dan UU Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah

menyebabkan permasalahan-permasalahan tentang keberadaan dan fungsi dari wakil kepala daerah di

Indonesia karena tidak mengatur secara tegas mengenai tata cara pengisian jabatan dan jumlah wakil kepala

daerah yang dapat dimiliki oleh tiap-tiap daerah. Tesis ini berbentuk yuridis-normatif yang menggunakan

data sekunder sebagai sumber datanya, serta bersifat preskriptif, yaitu memberikan saran, penyelesaian dan

saran terhadap penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa akibat karena tidak

tegasnya pengaturan tentang wakil kepala daerah dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah,

yaitu ketidakpastian hukum untuk mengadakan jabatan wakil kepala daerah karena pengaturannya mudah

berubah-ubah dan tergantung pada undang-undang lain. Oleh karena itu perlu diadakan perubahan atas

undang-undang tentang pemerintahan daerah, khususnya mengenai keberadaan dan jumlah wakil kepala

daerah harus diatur secara eksplisit di dalam undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah.

<hr />

<b>ABSTRACT</b><br>

Law number 23 on 2014 of Regional Governance which has been amended by Law Number 2 of 2015 on

Amendment of Law Number 23 on 2014 and Law Number 9 of 2015 on Second Amendment of Law

Number 23 on 2014 Law of Regional Governance caused problems about Deputy Head of Regional

Government 39 s existence and functions in Indonesia because Law Number 23 on 2014 did not regulate the

mechanism to fill the deputy head position and also did not determine the possible number of deputy heads

that can be appointed by each regions. This is a prescriptive and juridical normative thesis that used

secondary data as it source and intended to give solutions and recommendations. The result is, there are

implications that caused by unclear norms in Law of Regional Governance in Indonesia. The implication is,

the rule about legal standing of deputy head of regional governance becomes uncertain, because the norm is

easy to be changed and depends on another regulation outside the Law of Regional Governance. Therefore,

the norms in Law of Regional Governance needs to be revised, especially the norms about number and

existence about deputy head of regional governance.
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